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Jahgan Ada Kekosongan Hukum

KUHP & KUHAP Baru
Butuh Aturan Turunan

Senayan meminta Pemerintah segera
merampungkan seluruh aturan pelaksana dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

WAKIL Ketua Komist XIII DPR
Dewi Asmara menyebut, saat ini
baru ada satu aturan turunan pelak-
sana KUHAP dan KUHP yaitu
FP Nomor 55 Tahun 2025 tentang
Tata Cara dan Krileria Penctapan
Hukum Yang Hidup Dalam Ma-
syarakat. Beleid baru tersebut telah
berlaku efekif 2 Januari 2026.
"Kami meminta Pemerintah
mempercepal penyelesaian se-
jumlah PP turunan undang-un-
tang yang dinlai krosial untuk
mencegah terjadinya kekosongan

hukurn," wjar Dewd dalam keteran-
gannya, Minggu (1/2/2026).
Menurutnya, sejumlah aturan
torunian yang berkaitan langsung
dengan pelaksana KUHAP, hingga
kini belum diselesaikan dan masih
berada di Kemensetneg dan Ke-
menterian Hukum (Kemenkum).
Anggota Komisi 1T DPR Mar-
tin D Tumbelaka mengingatkan
pentingnya menjaga keharmoni-
san antar aparal penegak hukum
(APH) guna mewujudkan pe-

negakan hukum yang berkeadi-

Dewi Asmara

lan, Karena sinergi yang solid
antara kepolisian dan kejakszan
menijadi kunct utama agar imple-

mentast regulasi KUHP dan KU-

HAP yang baru berjalan optimal.
“Kami berpesan pentingnya
menjaga keharmonisan anta-
ra APH. Karena kekompakan
dan saling support itu sangal
penting untuk memaksimalkan
penegakan hukum agar tidak
sektoral," wjar Martin dalam ke-
{erangannya, Minggu (1/2/2026)
Mertin menyinggumg masth dite-
mukanya kekeliruan delam pener-
apen bukum di sejumizh dacrahy. Se-
perti kasus yang melibatkan seorang
aurudiJambican kasus penjarmbretan
ol Sleman, Yogyakarta, Hal tersebut
menunjukkan pematiaman aparal
penegitk hukurn terhadap KUHP baru
miash perlu diperkual
“Tmplementasi KUHP yang
baru ini behum sepenuhnya dipa-
hami oleh APH, schingga terjadi
kesalahan dalam pencrapan hu-

um,” kata politikus Gerindra ini.

Ta menegaskan, KUHP dan
KUHAP baru lidak boleh di-
maknai semata-mata sebagai
instrumen kepastian hukuny, etapi
Frarus miampu menghadirken rasa
keadilan di tengah masyarakat.
"Jangan hanya [okus mempi-
danakan orang atau menctapkan
fersangka,” legasnya,

Selain itu, Martin menekan-
kan pentingnya mengedepankan
pendekatan keadilan restoratil
dalam penyelesaian perkara,
dengan menjadikan pidana seb-
agai limgkah lerakhir.

"Seharusnya duduk bersama
(erlchih dahulu, berpikir jernih,
dan melihat apakah persoalan
bisa diselesaikan tanpa harus
masuk ke ranah pidana,” kata
dia menckankanm e
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